BAB I1I

TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana
1. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai
tujuan, maka dalam mengindentifikasikan tujuan pemindanaan, dalam
konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran
pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan
individu pelaku tindak pidana.Upaya penanggulangan narkotika
berhubungan dengan hukum pidana berhubungan dengan masalah
sanksi pidana atau masalah pidana dan pemidanaan.

Bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran itu, maka syarat
pemindanaan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan
monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan
individuantara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu,
syarat pemindanaan juga bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat
fundamental di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (yang
merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas
(yang merupakan asas kemanusiaan). Pokok pemikiran mengenai
pemindanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai

tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.
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Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pada
pembuat delik itu.*

Menurut Ted Honderich menyatakan bahwa punishment is an
aut hority’s infliction of penalty (something involving deprivation or
distress) on an offender for an offence (pidana adalah suatu pengenaan
pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau
penderitaan) kepada pelaku tindak pidana).?

Beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa
pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:®
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak

menyenangkan.

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

C. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan
tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut pada umunya terlihat dengan definisi-
definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan

eksplisit bahwa didalam praktek perbedaan antara pidana dan tindakan

'Roeslan Saleh, Dikutip dalamMuladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan
Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, him.3

*Ted Honderich, Dikutip dalam, Ibid, him. 3

3. .

ibid



17

didasarkan atas ada atau tidaknya unsur pencelaan. Pada tindakan

unsur pencelaan ini tidak ada.

Pendapat yang dikemukakan oleh AIf Ross yang tersebut

sebenarnya secara eksplisit juga terlihat dalam definisi para sarjana

yang lain. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan

untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan

perlakuan (treament).

Menurut Alf Ross, concept of punishment bertolak pada dua

syarat atau tujuan, yaitu:*

a.

Pidana ditunjukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang
yang bersangkutan (punishment is aimed suffering upon the
person whom it is imposed); dan

Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap
perbuatan si pelaku (the punishment is an expression of
disapproval of the action for which it is imposed).

Menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai punishment

hal-hal sebagai berikut:®

a.

Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi
tidak merupakan pernyataan pencelaan; Misal: pemberian
electric shock pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah

lakunya dapat diamati atau dikontrol.

*Alf Ross, Dikutip dalam, Ibid, him. 5.

ibid
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b. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi
tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan; Misal:
teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.

C. Tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk
mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan
penderitaan. Misal: langkah-langkah yang diambil untuk
mendidik  atau  merawat/mengobati  seseorang  untuk
membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan
dokter gigi yang mencabut gigi seseorang pasien.

Menurut Alf Ross perbedaan antara punishment dan treatment
tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), tetapi
harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan)

. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang

sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang
tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai
strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai
strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana
dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta
delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda
tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman

(pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak,
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peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah

peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.®
Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar

feit, antara lain sebagai berikut:

a. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
yang melanggar larangan tersebut.’

b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana
adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau
dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini
dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.®

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni
pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:’

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat

dan perbuatan.

®| Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, him.32

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.
Unila. 2009, him.70

8Wiryono Projodikoro, Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung,
1986, him. 55.

Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-
Indonesia, Yogyakarta, 2012, him. 38.
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Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:*°
1) Ada perbuatan;

2) Ada sifat melawan hukum;

3) Tidak ada alasan pembenar;

4) Mampu bertanggungjawab;

5) Kesalahan;

6) Tidak ada alasan pemaaaf.

b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang
yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar
pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:**
1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik’

2) Ada sifat melawan hukum;

3) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1) Mampu bertanggungjawab;

2) Kesalahan;

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

lbid, him.43.
1| Made Widnyana,Op Cit, him.57
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Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya
terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki
rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yangada dalam
pasal yang didakwakan, termasukunsur perbuatan maupun
pertanggungjawaban pidananya.
Ada Sifat Melawan Hukum
Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis,
yaitu:
a) Sifat melawan hukum umum
Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam
rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana
adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan
delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
b) Sifat melawan hukum khusus
Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari
rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus.
Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
¢) Sifat melwan hukum formal
Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan
delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat

dipidana).
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d) Sifat melawan hukum materil
Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum
yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang
dalam rumusan delik tertentu.
3) Tidak Ada Alasan Pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya

perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi

rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,

dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di

pidananya perbuatan.

4. Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming)

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda deelneming di dalam
hukum Pidana deelneming di permasalahkan karena berdasarkan
kenyataan sering suatu delikdilakukan bersama oeleh beberapa
orang,jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut
Alleen dader.?

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1
orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan peranan
masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Hubungan antar
peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

a.  Bersama-sama melakukan kejahatan.

Yhttp : // zriefmaronie.blogspot.com / 2011 / 04 / penyertaan-deelneming-dalam-hukum-
pidana.html oleh Zrief Maronie (diakses pada tanggal 23 September 2019)
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Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu
kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk
melaksanakan tindak pidana tersebut.

Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan

orang lain membantu melaksanakan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a)

b)

Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan
yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban
masing-masing peserta dinilai senidiri-sendiri atas segala
perbuatan yang dilakukan.

Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk,
pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada

perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain

juga.

Menurut KUHP penyertaan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

a.

Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, yaitu:

1) Orang yang melakukan (pleger)
Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana:
pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu
perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan
dengan dader adalah pleger dalam melakukan delik masih

diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang,
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misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau
pembuat penganjur.

Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang
yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain,
sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat.
Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2
(dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi
bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak
pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya
merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum
sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan
orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan
“melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: medepleger),
adalah setiap orang yangsengaja berbuat dalam melakukan
tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling
sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang
turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus
melakukan  perbuatan  pelaksanaan, jadi keduanya

melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua
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itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak
dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan,
akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu
melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.
Orang yang sengaja menganjurkan (uitlokker)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur:
uitlokker/aktor intelektualis) atau dengan memberi upah,
perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat,
memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya

melakukan perbuatan itu.*?

Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan

itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar

atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1.

Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

perubahan

bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3sugandhi, R., KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, him. 68
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Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik
dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan
mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan
ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ
tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain
akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun
pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).'*

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke”
yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang
berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti
sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat
menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.*

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua
macam Yyaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk
dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine,
heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini
termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan
narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk

didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.®

Y“Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian |, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002, him. 71

5 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar
Maju, 2003. him. 35

®Ibid, him. 34.
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Penggolongan Narkotika

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam
Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3
golongan, antara lain:
1) Narkotika Golongan |

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika
golongan | ada 26 macam. Yang popular disalahgunakan adalah
tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia
dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman
sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokainadalah bubuk putih
yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang
hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan | seperti tersebut diatas
dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses
produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan
tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35
tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan | dilarang diproduksi dan/atau
digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang

sangat terbatas untuk  kepentinganpengembangan ilmu



2)

28

pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari
Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan 1
ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu
dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu
pengetahuan untuk kepntingan pengembangan ilmu pengetahuan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang No.35
tahun 2009 tentang Narkotika.
Narkotika golongan Il

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf cUndang-undang No.35
tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan ini adalah
narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan. Jenis narkotika golongan Il yang paling populer
digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari
morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang
mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam
pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang
digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan
methafone.

Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan
putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering

disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling
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berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan
kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat
menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering
disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi
sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroinyang

kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

Narkotika golongan 111

Narkotika golongan Ill sebagaimana yang dijelaskan
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang No.35 tahun 2009
tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
dalam ketergantungan.

Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika
golongan Il yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk
pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara
memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu
ketentuan yang sama dengan narkotika golongan Il. Salah satu
narkotika golongan Il yang sangat populer adalah kodein.
Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari

sejumlah morfin.
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Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa
yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak
perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan
alasan bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan,
kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar
kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan
kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII
Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk
perbuatannya adalah sebagai berikut:*’

1)  Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan
hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis
dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi,
merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
2)  Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini
bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk
pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3) Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika

YErdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011. Hlm. 199
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Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan
membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.
Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang membedakan antara tindak pidana
menguasai narkotika golongan | dengan tindak pidana mengusai
golongan Il dan Il di lain pihak, karena dipengaruhi adanya
penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan
akibat yang berbeda
Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan
menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan
untuk diri sendiri.
Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu
narkotika

Undang-Undang  Narkotika menghendaki  supaya
pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu
yang melaporkan
Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti  diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan
mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk
obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat

dipublikasikansyaratnya harus dilakukan publikasi pada media
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cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.
8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian
Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara
ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan
yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan
tindak pidana
9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan
narkotika
Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang
bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus
diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan
dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut
terbutki dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas
untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan
kepengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di
musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajin dibuat berita
acara dan dimasukan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal
tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal

tersebut merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika
diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat

didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang
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narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang
termasuk kedalam tindak pidana narkotika tetapi Undang-Undang
Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan
mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan
secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian
dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya
penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan
pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui
terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaiman
disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa :
“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111
sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotika.



